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Abstract
This study entitled "Perceptions of Political Parties and Financial Accountability
Campaign Funds by Public Accountant" with the aim of the research to find out if there
were no differences in the perception of public accounting and financial accountability
of political party campaign funds. Data collection methods used in this study is to use
surveys in which sample collection through questionnaires. Researchers took the
object of research in public accounting firm located in the city of Malang, a sample
number of 33 respondents. The analysis used in this research is descriptive analysis
with the help of the computer program SPSS (Statistical Package For Social Science)
version 11. Sampling techniques are used to using the method judgemen / purposive
sampling, the researcher uses a specific consideration of the elements are selected as
the sample population. Tests are conducted to answer the researchers' hypothesis
using one sample t test trials. The first hypothesis testing results show that the sig. (2-
tailed) <0.05 then H1 is received and Ho is rejected, this shows that the hypothesis is
accepted which means the researchers found no differences in the perception of public
accountants of the financial accountability of political parties, while the second
hypothesis test results showed the sig. (2-tailed) <0.05 then the H1 accepted and
rejected Ho ang means there is no difference in the perception of public accountants to
the accountability of campaign funds.The conclusion from this study that there is no
difference in perception of the public accountant and financial accountability of political
party campaign funds. Suggestions are given for further research investigator of the
study population are expected not only to the public accounting firm in the city of
Malang, but is extended to the public accounting firm on the outskirts of Malang and
increase the number of variables with the variable political party financial reports and
financial statements of a political party after the audit so that the bias comparison
between the results of audit visits to the perception of public accountants.
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PENDAHULUAN
Karakter dasar partai politik adalah meraih kekuasaan atas nama rakyat, yang dilakukan

melalui pemilu. Bila menang partai politik akan memegang kekuasaan melalui jalur

pengambil keputusan (eksekutif) dan jalur pembuat kebijaksanaan (legislatif). Setiap

keputusan yang dibuat oleh partai politik melalui kedua jalur tersebut selalu

mengatasnamakan rakyat, dan berimplikasi luas terhadap kehidupan rakyat. Oleh karena itu

partai politik seharusnya memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan demi rakyat

yang diwakilinya, bebas dari pengaruh politik uang dan pengaruh kelompok kepentingan.

Namun pada kenyataannya, sulit sekali melepaskan partai politik dari pengaruh kelompok
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kepentingan karena kehidupan partai politik justru tergantung pada sumbangan yang

diterimanya.

Terkait dengan semakin membudayanya korupsi di berbagai departemen di negara ini

pemerintah mulai proaktif dalam menjalankan sistem pemerintahannya salah satunya dalam

bidang politik. Sejak awal persiapan pemilihan umum, merajalelanya politik uang sudah

disadari akan menganggu keabsahan hasil pemilu. Oleh karena itu, para perancang paket

undang-undang politik memasang sejumlah.rambu-rambu aturan untuk mencegah dan

mengawasi terjadinya politik uang serta menjatuhkan sanksi bagi partai politik yang terbukti

melakukannya. Salah satunya adalah kewajiban partai-partai politik untuk menyerahkan

catatan keuangannya guna diaudit oleh kantor akuntan publik, sebelum pelaksanaan

pemungutan suara serta sesudahnya. Aturan ini diharapkan dapat mendorong transparansi

keuangan partai politik sehingga meminimalkan praktek-praktek politik uang.

Kantor-kantor akuntan publik yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum nyaris

menyerah untuk melakukan audit, meskipun mereka sudah mengembangkan audit khusus

bagi partai politik. Hampir semua partai politik, termasuk yang besar, tidak memiliki catatan

keuangan yang lengkap, hingga akhirnya diputuskan hanya memeriksa pembukuan dewan

pimpinan pusat. Namun, itupun tidak bisa diserahkan oleh semua partai. Selain itu,

minimnya data yang tersedia, menyebabkan kantor-kantor akuntan publik yang

dikoordinasikan oleh Ikatan Akuntan Indonesia ini tidak memberikan opini terhadap hasil

auditnya, sebagaimana yang biasanya mereka lakukan.

Rumuan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti

adalah apakah tidak terdapat perbedaan persepsi Akuntan Publik terhadap akuntabilitas

keuangan partai politik yang berada di Kota Malang?

Batasan Masalah
Untuk lebih mengarahkan pembahasan selanjutnya, maka penulis membatasi

permasalahan sebagai berikut:

1. Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan

partai politik yang berada di Kota Malang.

2. Tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan

dana kampanye partai politik.
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Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan Penelitian
1. Apakah tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas

keuangan partai politik yang berada di Kota Malang.

2. Apakah tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas

keuangan dana kampanye partai politik berada di Kota Malang.

Manfaat Penelitian
1. Penelitian ini di harapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti pada

masalah yang di kaji, yaitu mengenai persepsi Akuntan Publik terhadap akuntabilitas

laporan keuangan partai politik yang berada di kota Malang.

2. Sebagai sarana dalam menerapkan teori–teori yang sudah di peroleh di bangku

perkuliahan terutama dalam hal mengidentifikasi masalah, menganalisa situasi dan

mengadakan penelitian formal.

3. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi akuntan publik dalam

melaksanakan pemeriksaan terhadap laporan keuangan partai politik.

4. Hasil penelitian ini di harapkan dapat memperkaya konsep atau teori yang mendukung

perkembangan ilmu pengetahuan akuntansi sektor publik, khususnya yang terkait

dengan akuntabilitas keuangan partai politik.

Metodologi Penelitian
Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai  penelitian opini

(Opinion Research). Menurut  Indriantoro dan Supomo (2002:29) penelitian opini merupakan

penelitian terhadap fakta berupa opini atau pendapat orang atau responden. Berdasarkan

karakteristiknya penelitian ini termasuk ke dalam penelitian diskripstif. Menurut Indriantoro

dan Supomo (2002:17) penelitian diskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk

melakukan pengukuran yang cermat dan sistematis terhadap peristiwa tertentu dengan cara

menafsirkan data yang telah ada atau mendiskripsikan fakta yang terjadi.

Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan di Kantor Akuntan Publik di wilayah kota Malang. Pertimbangan

utamanya adalah untuk mengetahui persepsi Akuntan Publik atas  akuntabilitas keuangan

partai politik yang berada di Malang.
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Populasi dan Sampel
Populasi

Menurut Sugiyono (2008:80) populasi (population) adalah wilayah generalisasi yang

terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang di

tetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam

penelitian ini adalah :

Sampel
Menurut Sugiyono (2008:81) sampel (sample) adalah bagian dari jumlah dan

karateristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang diambil dari populasi harus

betul-betul representatif (mewakili) Jadi, sampel adalah subkelompok atau sebagian dari

populasi.  Dengan mempelajari sampel, peneliti akan mampu menarik kesimpulan yang

dapat digeneralisasikan terhadap populasi penelitian.

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan non

probability sampling. Menurut Sugiyono (2008:84) non probability sampling adalah teknik

pengambilan sample yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsure

atau anggota populasi untuk dipilih sebagai sample.Teknik ini berupa purposive sampling

yaitu teknik pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu, dengan

syarat :

1. Sampel adalah akuntan publik yang berada di kota Malang

2. Sampel adalah akuntan publik yang pernah melakukan audit terhadap laporan keuangan

partai politik.
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Jenis dan Sumber Data
Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif (berupa pendapat

responden yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner) yang di kuantitatifkan

menggunakan skala likert agar dapat di proses dalam statistik.

Sumber Data
Data primer penelitian ini adalah data yang diperoleh dari objek dan sampel penelitian

dengan survey lapangan berkaitan dengan persepsi Akuntan Publik terhadap akuntabilitas

keuangan partai politik di kota Malang melalui pengisian kuisioner.

Metode Pengumpulan Data
Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini adalah metode

survey.Sedangkan tehnik yang digunakan adalah dengan menggunakan pertanyaan tertulis

melalui kuesioner. Tipe pertanyaan  dalam kuesioner ini adalah  tertutup.

Oprasionalisasi variabel
Dalam penelitian ini menggunakan variabel-variabel sebagai berikut:

Akuntabilitas Keuangan Partai Politik
Dalam Bastian (2007:156) menjelaskan bahwa “Pertanggungjawaban keuangan

organisasi partai politik, sebagai suatu entitas yang menggunakan dana publik yang besar,

harus transparan sehingga pertanggungjawaban keuangan merupakan hal yang tidak dapat

ditawar lagi”. Pernyataan yang di ajukan menggunakan skala likert untuk mengetahui

akuntabilitas keuangan partai politik pada penelitian ini adalah:
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1. Sumber keuangan partai politik berasal dari iuran anggota, sumbangan yang sah

menurut hukum, bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja negara/

anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2. Penggunaan keuangan partai politik melalui pernyataan mengenai bukti-bukti transaksi

yang mendukung, ketepatan dalam pengalokasian dan organisasi, serta efisiensi

penggunaan dana partai politik.

3. Bentuk pertanggungjawaban keuangan partai politik meliputi pencatatan dan pelaporan

pembukuan partai politik.

Akuntabilitas Laporan Dana Kampanye
Bentuk pertanggungjawaban pengelolaan partai politik peserta pemilu adalah

penyampaian laporan dana kampanye (semua peserta pemilu), serta laporan keuangan

(khusus partai politik), yang harus di audit oleh akuntan publik, ke KPU serta terbuka untuk

di akses publik.Item pernyataan mengenai akuntabilitas laporan dana kampanye meliputi

adanya rekening khusus dana kampanye partai politik serta pelaporan keuangan dana

kampanye kepada KPU.

Metode Analisa Data dan Uji Hipotesis
Analisa data adalah cara atau langkah – langkah untuk mengolah data primer maupun

data sekunder, yang bermanfaat bagi peneliti untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Analisa data dilakukan dengan menggunakan bantuan program komputer yaitu SPSS

(Statistical Package For Social Science) versi 11. Beberapa teknik analisa data yang

digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan analisis butir dengan product

moment correlation. Untuk mengukur Validitas maka digunakan teknik korelasi produk dari

Pearson :
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Keterangan :

r = koefisien korelasi setiap item

x = nilai setiap item

y = nilai total semua item

n = banyaknya responden
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Uji Reliabilitas
Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan progam SPSS 11 for windows. Uji

reliabilitas di maksudkan untuk menunjukkan tentang sifat suatu alat ukur apakah cukup

akurat, stabil atau konsisten dalam mengukur apa yang diinginkan. Dengan ketentuan jika

nilai Cronbach Alpha ≥ 0,60, maka item pertanyaan di nyatakan reliable.

Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan one sample ttest. Menurut

Santoso (2005:41) dalam melakukan analisis pada uji t syarat yang di berlakukan yaitu jika

probabilitas > 0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas < 0,05 maka H0 di tolak.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan
Gambaran Umum Responden

Data dalam penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada Kantor

Akuntan Publik yang berada di wilayah kota Malang dan yang pernah melakukan audit

terhadap laporan keuangan partai politik.. Hasil penyebaran dan penerimaan kuesioner

dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 3 menunjukkan bahwa jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 47 kuesioner

sedangkan jumlah kuesioner yang kembali sebanyak 43 (91,5%) kuesioner dan jumlah

kuesioner yang tidak kembali sebanyak 4 (8,5%) kuesioner. Dari total kuesioner yang

kembali yang memenuhi syarat untuk bisa di teliti sebanyak 33 (70,2%) kuesioner, hal ini

disebabkan 10 kuesioner tidak terisi dengan sempurna.
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Diskriptif Statistik.
Analisis yang digunakan untuk menguji diskriptif statistik pada penelitian ini

menggunakan program  komputer yaitu SPSS versi 11 for windows dengan prosedur

frequencies. Tujuan uji diskriptif adalah untuk mengetahui tentang penyebaran jawaban

responden dari kuesioner berdasarkan item-item pernyataan dalam penelitian ini.

Akuntabilitas Keuangan Partai Politik
Akuntabilitas keuangan partai politik terdiri dari tiga poin penting. Poin pertama yaitu

sumber keuangan partai politik yang terdiri dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Poin kedua adalah mengenai penggunaan

keuangan partai politik yang terdiri dari bukti-bukti, alokasi, dan efisiensi. Sedangkan poin

ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari

pencatatannya dan pelaporannya.

Sumber Keuangan Partai Politik
Berikut di sajikan mengenai persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan

partai politik di tinjau dari segi sumber keuangan partai politik yang terdiri dari iuran anggota,

sumbangan, dan bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah.

Iuran Anggota

Keterangan  :

P1.1: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa keuangan partai bersumber dari

iuran anggota.

P1.2: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa keuangan partai yang bersumber

dari iuran anggota telah cukup untuk  memenuhi kebutuhan partai.

Tabel menunjukkan tanggapan responden terhadap sumber keuangan partai politik

dari aspek iuran anggota. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap pernyataan
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keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota (P1.1) yaitu 10 (30,3%) responden

menyatakan sangat tidak setuju, 1 (3%) responden menyatakan netral, 5 (15,2%)

responden menyatakan setuju, dan 17 (51,5%) responden menyatakan sangat setuju.

Sumbangan

Keterangan  :
P2.1:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa keuangan partai politik

bersumber dari sumbangan
P2.2 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa keuangan partai politik dari

sumbangan berupa uang
P2.3 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima

sumbangan berupa uang dari perorangan dengan mencantumkan identitas
yang jelas

P2.4 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa uang dari perorangan tidak melebihi batas yang ditetapkan
Undang-Undang.

P2.5 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa uang dari perusahaan/badan usaha dengan
mencantumkan identitas yang jelas

P2.6:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa uang dari perusahaan/badan usaha tidak melebihi batas
yang ditetapkan Undang-Undang.

P2.7:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa keuangan partai politik
bersumber dari sumbangan berupa barang

P2.8 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa barang dari perorangan dengan mencantumkan identitas
yang jelas

P2.9 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa barang dari perorangan tidak melebihi batas yang ditetapkan
Undang-Undang.

P2.10: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa barang dari perusahaan/badan usaha dengan
mencantumkan identitas yang jelas

P2.11 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima
sumbangan berupa barang dari perusahaan/badan usaha tidak melebihi batas
yang ditetapkan Undang-Undang.
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APBN / APBD

Keterangan

P3.1:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima bantuan

dari pemerintah.

P3.2 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bantuan dari pemerintah telah

cukup untuk memenuhi kebutuhan partai.

P3.3 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bantuan dari pemerintah telah

digunakan untuk operasional kesekretariatan partai.

P3.4:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bantuan dari pemerintah telah

cukup digunakan untuk pendidikan politik.

Tabel menunjukkan  tanggapan responden terhadap sumber keuangan partai politik

aspek bantuan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Sebagai ilustrasi

tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik menerima bantuan dari

pemerintah Yaitu 23 (69,7%) responden menyatakan sangat tidak setuju, 4 (12,1%)

responden menyatakan setuju, dan 6 (18,2%) responden menyatakan setuju.

Penggunaan Keuangan Partai Politik
Persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik di tinjau dari

segi penggunaan keuangan partai politik terdiri dari aspek bukti-bukti, alokasi dan efisiensi.

Bukti-Bukti
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Keterangan

Pdi atas1 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa penerima dana telah

disertai bukti-bukti

Pdi atas2  : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bukti penerimaan dana

telah dibukukan dengan tertib.

Pdi atas3 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengeluaran dana partai

politik telah disertai bukti pengeluaran.

Pdi atas4 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bukti pengeluaran dana

partai politik dibukukan dengan tertib.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap penggunaan keuangan

partai politik dari segi bukti transaksi. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap

pernyataan bahwa penerima dana telah disertai bukti-bukti yaitu 25 (75,8%) responden

menyatakan sangat tidak setuju, 3 (9,1%) responden menyatakan setuju, dan 5 (15,2%)

responden menyatakan setuju.

Alokasi

Keterangan

P5.1:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bantuan  keuangan telah

dialokasikan dengan benar

P5.2:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa bantuan keuangan telah

dialokasikan sesuai dengan porsi.
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Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap terhadap penggunaan

keuangan partai politik dari segi alokasi. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap

pernyataan bahwa bantuan keuangan telah dialokasikan dengan benar yaitu 27 (81,8%)

responden menyatakan sangat tidak setuju, 5 (15,2%) responden menyatakan setuju, dan 1

(3%) responden menyatakan setuju.

Efisiensi

Keterangan

P6.1:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dana partai politik telah digunakan

secara optimal

P6.2: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dana partai politik telah digunakan

sesuai tujuan yang ingin dicapai partai politik dengan menggunakan sumberdaya yang

optimal.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap penggunaan keuangan

partai politik dari segi efisiensi. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap pernyataan

bahwa dana partai politik telah digunakan secara optimal yaitu 19 (57,6%) responden

menyatakan sangat tidak setuju, 1 (3%) responden menyatakan tidak setuju, 4 (12,1%)

responden menyatakan netral,  7 (21,2%) responden menyatakan setuju, dan 2 (6,1%)

responden menyatakan setuju.

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik.
Persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik di tinjau dari

segi pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri  dari aspek pencatatan dan

pelaporan.

Pencatatan
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Keterangan

P7.1: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik  telah

melakukan pencatatan atas semua penerimaan partai

P7.2  :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

melakukan pembukuan.

P7.3  : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

memelihara daftar penerimaan secara tertib.

P7.4   :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

melakukan pencatatan atas semua pengeluaran partai   politik.

P7.5   : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

melakukan pembukuan

P7.6   :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa dana pengurus partai politik telah

memelihara daftar penerimaan secara tertib

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban

keuangan partai politik dari segi pencatatan. Sebagai ilustrasi tanggapan responden

terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik  telah melakukan pencatatan atas semua

penerimaan partai yaitu 22 (66,7%) responden menyatakan sangat tidak setuju, 2 (6,1%)

responden menyatakan netral, 9 (27,3%) responden menyatakan sangat setuju.

Pelaporan
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P8.1: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Pengurus partai politik telah

menyusun laporan penerimaan keuangan kepada anggota partai politik.

P8.2: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan penerimaan kauangan kepada donatur.

P8.3 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan penerimaan keuangan kepada supplier.

P8.4: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan penerimaan keuangan kepada konstituen.

P8.5 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada anggota  partai politik.

P8.6 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan pengeluaran kauangan kepada donatur.

P8.7: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada supplier.

P8.8: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyusun laporan pengeluaran keuangan kepada konstituen.

P8.9:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politik telah

menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan keuangan bersumber dari

APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah.

P8.10:Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa pengurus partai politiktelah

menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran keuangan bersumber dari

APBD secara berkala 1 tahun sekali kepada pemerintah.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban

keuangan partai politik dari segi pelaporan. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap

pernyataan bahwa pengurus partai politik telah menyusun laporan penerimaan keuagan

kepada anggota partai politik yaitu 24 (72,7%) responden menyatakan sangat tidak setuju, 3
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(9,1%) responden menyatakantidak setuju, 3 (9,1%) responden menyatakan setuju, dan 3

responden menyatakan sangat setuju.

Dana Kampanye

P9.1 : Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik telah membuat

laporan dana kampanye

P9.2 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik telah memiliki

rekening khusus dana kampanye.

P9.3: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Rekening khusus dana

kampanye partai politik telah didaftarkan ke komisi pemilihan umum.

P9.4: Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Laporan pembukaan rekening

khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan sumberperolehan saldo awal.

P9.5 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Laporan pembukaan rekening

khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan penerimaan

yang telah dilakukan sebelumnya.

P9.6  :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Laporan pembukaanrekening

khusus dana kampanye partai politik telah menjelaskan rincian perhitungan

pengeluaran yang telah dilakukan sebelumnya.

P9.7 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Laporan dana kampanyetelah

diserahkan kepada KAP.

P9.8 :Tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa Laporan dana  kampanye telah

diserahkan kepada KAP maksimal 60 hari setelah pemungutan suara.

Tabel di atas menunjukkan tanggapan responden terhadap akuntabilitas dana

kampanye. Sebagai ilustrasi tanggapan responden terhadap pernyataan bahwa partai politik

telah membuat laporan dana kampanye yaitu 8 (24,2%) responden menyatakan sangat tidak

setuju, 3 (9,1%) responden menyatakantidak setuju, 3 (9,1%) responden menyatakan netral,
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9 (27,3)%  responden menyatakan setuju, dan 10 (30,3%)  responden menyatakan sangat

setuju.

Pengujian Instrumen Penelitian
Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas dinyatakan semua instrumen penelitian yang

akan digunakan sudah valid dan relliabel.

Pengujian Hipotesis
Tujuan dari pengujian ini adalah untuk menguji perbedaan mean data hasil kenyataan

dilapangan dengan data standart atau ketentuan buku atau peraturan atau data hasil

kenyataan di lapangan yang dianggap sebagai standart dengan syarat jika probabilitas >

0,05 maka H0 diterima, jika probabilitas < 0,05 maka H0 di tolak.

Pengujian Hipotesis Pertama ( 1H )

H1 : Diduga tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap  akuntabilitas

keuangan Partai Politik.

Gambar di atas uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig.(2-tailed)<0,05, maka H0

ditolak dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi

akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. Sedangkan untuk hasil

pengujian hipotesis terhadap masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel di atas menunjukkan bahwa seluruh variable memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05
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maka H1 diterima. Hasil pengujian selengkapnya dapat dilihat pada lampiran 32.

Sumber Keuangan Partai Politik
Iuran Anggota

Tabel 15 menunjukkan bahwa variable iuran anggota memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05,

yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik

dari segi iuran anggota.

Sumbangan
Tabel 15 menunjukkan bahwa variable sumbangan memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05,

yaitu 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik

dari segi sumbangan.

APBN
Tabel 15 menunjukkan bahwa variable APBN memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05, yaitu

0,004. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak terdapat

perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik dari segi

APBN.

Penggunaan Keuangan Partai Politik
Bukti-bukti

Tabel 15 menunjukkan bahwa variable bukti - bukti memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05,

yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik

dari segi bukti-bukti.

Alokasi
Tabel 15 menunjukkan bahwa variable alokasi memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05, yaitu

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak terdapat

perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik dari segi

alokasi.

Efisiensi
Tabel 15 menunjukkan bahwa variable efisiensi memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05, yaitu

0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak terdapat

perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik dari segi

efisiensi.

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik
Pencatatan
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Tabel 15 menunjukkan bahwa variable pencatatan memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05,

yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik

dari segi pencatatan.

Pelaporan
Tabel 15 menunjukkan bahwa variable pelaporan memiliki nilai sig.(2-tailed)<0,05,

yaitu 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa H0 ditolak dan H1 diterima yang berarti tidak

terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik

dari segi pelaporan.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)
H2 : Diduga tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas  dana

kampanye.

Gambar 2

One-Sample Test

18.113 32 .000 26.94 23.91 29.97
akuntabilitas dana
kampanye

t df
Sig.

(2-tailed)
Mean

Difference Lower Upper

95% Confidence
Interval of the

Difference

Test Value = 0

Sumber : Data Primer.(Diolah)

Gambar 2 uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai sig.(2-tailed)<0,05, maka H0 ditolak

dan H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan

publik terhadap akuntabilitas laporan dana kampanye.

Analisis Hasil Penelitian
Sebagaimana telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, bahwa penelitian ini

dilaksanakan terhadap Kantor Akuntan Publik yang berada di kota Malang dan pernah

melakukan audit terhadap laporan keuangan partai politik yang berjumlah sebanyak 6

Kantor Akuntan Publik.

Akuntabilitas Keuangan Partai  Politik
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Akuntabilitas keuangan partai politik terdiri dari tiga poin penting. Poin pertama yaitu

sumber keuangan partai politik yang terdiri dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah. Poin kedua adalah mengenai penggunaan

keuangan partai politik yang terdiri dari bukti-bukti, alokasi, dan efisiensi. Sedangkan poin

ketiga adalah mengenai pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari

pencatatannya dan pelaporannya.

Sumber Keuangan Partai Politik
Hasil pengujian terhadap frekuensi jawaban responden menunjukkan bahwa

tanggapan responden terhadap sumber keuangan partai politik yang berasal dari iuran

anggota, sumbangan, dan bantuan dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN)

mayoritas menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian

yang dilakukan oleh Ismi yang hasilnya menyebutkan bahwa laporan sumber keuangan

partai politik yang berasal dari iuran anggota, sumbangan, dan bantuan dari Anggaran

Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) dinyatakan sudah akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Penggunaan Keuangan Partai Politik
Hasil pengujian terhadap frekuensi jawaban responden menunjukkan bahwa

tanggapan responden terhadap penggunaan keuangan partai politik yang terdiri dari bukti-

bukti transaksi, alokasi, dan efisiensi mayoritas menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini

bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi yang hasilnya

menyebutkan bahwa laporan penggunaan keuangan partai politik yang terdiri dari bukti-bukti

transaksi, alokasi, dan efisiensi dinyatakan sudah akuntabel dan dapat

dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban Keuangan Partai Politik
Hasil pengujian terhadap frekuensi jawaban responden menunjukkan bahwa

tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari

pencatatan dan pelaporan mayoritas menyatakan sangat tidak setuju. Hal ini bertolak

belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi yang hasilnya menyebutkan

bahwa laporan pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari pencatatan dan

pelaporan dinyatakan sudah akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan.

Akuntabilitas Dana Kampanye
Hasil pengujian terhadap frekuensi jawaban responden menunjukkan bahwa

tanggapan responden terhadap pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari
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pencatatan dan pelaporan mayoritas menyatakan sangat setuju. Hal ini bertolak belakang

dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismi yang hasilnya menyebutkan bahwa laporan

pertanggungjawaban keuangan partai politik yang terdiri dari pencatatan dan pelaporan

dinyatakan tidak akuntabel dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pengujian validitas menunjukkan hasil bahwa seluruh skala pengukuran dalam

penelitian dinyatakan valid untuk digunakan sebagai instrument dalam penelitian.

Selanjutnya hasil dari pengujian reliabilitas untuk smua skala pengukuran dalam penelitian

ini juga menunjukkan reliabel atau dapat dipercaya dan konsisten. Untuk menjawab

hipotesis peneliti menggunakan uji one sample t tes. Hasil pengujian hipotesis pertama

menunjukkan bahwa hipotesis peneliti di terima yang berarti tidak terdapat perbedaan

persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik. Sedangkan hasil

pengujian hipotesis kedua juga menunjukkan bahwa hipotesis peneliti di terima yang berarti

tidak terdapat perbedaan persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas dana kampanye.

PENUTUP
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi akuntan publik terhadap

akuntabilitas keuangan partai politik. Berdasarkan hasil pengujian dengan menggunakan uji

t, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan: (a) Tidak terdapat perbedaan persepsi

akuntan publik terhadap akuntabilitas keuangan partai politik, (b) Tidak terdapat perbedaan

persepsi akuntan publik terhadap akuntabilitas dana kampanye. Saran untuk penelitian yang

akan datang adalah: (a) untuk meningkatkan hasil penelitian lebih akurat, maka perlu

dilakukan penelitian ulang diwaktu mendatang dengan penyebaran kuisioner langsung pada

akuntan publik dan ditindak lanjuti dengan wawancara dengan pihak yang diteliti, (2) Untuk

penelitian selanjutunya diharapkan tidak hanya di Kantor Akuntan Publik  di wilayah kota

Malang, tetapi diperluas pada Kantor Akuntan Publik  diluar wilayah Malang.
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